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J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275. Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Juni 2017

Kepada Yth :
Nomor 074/5938/Kesbangpol/2017 Gubernur Jawa Tengah
Perihal Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah

Di
SEMARANG
Memperhatikan surat :
Dari . Ketua Program Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 230/A.4-11/V1/12017
Tanggal : 8 Juni 2017
Perihal : lzin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian
dalam rangka penyusunan Karya Tulis llmiah (Skripsi) dengan judul proposal:
“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MONEY POLITICS

DALAM PILKADA” kepada:

Nama : ERWIN DWI KURNIAWAN

NIM : 20130610298

No. HP/Identitas : 085701000996 / 3329092301960003
Prodi/Jurusan : llmu Hukum/ Hukum

Fakultas/PT :  Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 9 Juni 2017 s.d. 9 Juli 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat

memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2 quak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;

3.  Menyerahkan hasil 'rise_t/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.

4.  Surat rekomendasn ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan
menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini. :

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakén tidak berlaku i
. . X a
pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas. pebila; temysia

Demikian untuk menjadikan maklum.
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Iembusan disampaikan Kepada Yth :
- Gubernur DIY (sebagai laporan) :
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SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/ Reg /1903 /S1/2017
Nomor : 190/A 4-11/\V/2017

Dari Fakultas Hukum UMY
Tanggal : 15 Mei 2017 Perihal : Penelitian Skripsi
: é T Pembentukan Oganisas
X aturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
HsT gt * E:rr'r?!;:qa Tekn‘is Daerah Di Lingkungan Pemerintah }j\ubuputun Bantu
eebaq;ﬁmuna telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
E\lom[\n 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Arug Pn,-t.'nur.'mrl yaerah Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembentukan Ogarisasi Lembaga Teknis Daerah D
ingkung 2rinta é Bantul;
Lingkungan Pemerintah Kal:upal?n : ]
b Per}tur-g’n Gubernur Daerah Istimewa Yogyukarta Npmor 18 rmuuL 2009
. i Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survel,
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:fej\r:::ns:ant'F:)engemba‘n);an. Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah

i a Yogyakarta; B ‘
c :’s:rr:;i::lan B%);ali Bantul Nomor 17 Tahun 2011 lentang ljin Kuh‘dh Kera
' Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten

Menunjuk Surat
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Bantul
izi ada
th-n:;na P © ERWIN DWI KURNIAWAN
P. T/ Alamat Fakultas Hukum UMY
Yogyakarta
NIP/NIM/No. KTP 3329092301960003
Nomor Telp./HP . 085701000996
Tema/Judul : PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MONEY
Kegiatan POLITICS DALAM PILKADA
Lokasi : PENGADILAN NEGERI BANTUL DAN KPU BANTUL
Waktu 15 Mei 2017 s/d 15 Agustus 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan)

" dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkail untuk mendapatkan petunjuk
seperlunya;

2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan ygng berlaku;

3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang dibernkan;

4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy (CD) dan hardcopy kepada
Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;

5. lzin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenunhi ketentuan tersebut di atas:

6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan

7. lzin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan

\

kestabilan pemerintah.
Dikeluarkandi . Bantul

Pada tanggal 15 Mej 2017

A.n. Kepala,
Rdang Pengendalian
engembangan u.b

englitian dan
‘ angan &

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)

2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Pengadilan Negeri Bantul

4. Ketua KPU Kab. Bantu

5. Dekan Fakultas Hukum UMY

6. Yang Bersangkutan (Pemohon)
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